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MOTTO:

Kebahagian terindah di dunia adalah saat kita
memberi dengan ikhlas, kebahagian termanis di
akhirat adalah saat kita menuai keikhlasan di dunia.

Manusia yang paling lemah ialah orang yang tak
mampu mencari teman, tapi yang lebih lemah dari itu
ialah orang yang mendapatkan teman tapi disia-
siakan. (Ali bin Abu thalib)

Life is riding bicycle, to keep your balance, you must
keep moving.

Kupersembahkan Untuk:
e Kedua Orangtua & Kakak-
Kakakku Tercinta
Semua Keluarga
Temar-Teman

e Almamater



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat
dan kuasanya jugalah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul “Analisa Hubungan antara
Ketidakpatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Menyampaiakn SPT Masa
PPN dengan Jumlah Penerimaan Sanksi Denda Administrasi di Kantor
Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.” Penulisan skripsi ini dibagi dalam
lima bab, terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Landasan Teori, BAB Il
Metodologi Penelitian, BAB 1V Analisis dan Pembahasan, dan BAB V
Kesmpulan dan Saran.

Data yang digunakan terdiri dari dua yakni, data primer dan data sekunder.
Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara dengan petuga
pajak di KPP Palembang Ilir Timur mengenai hambatan dan upaya KPP dalam
meningkatkan tingkat kepatuhan PKP terutama dalam menyampaikan SPT Masa
PPN tepat waktu. Sedangkan data sekunder diperoleh adalah data mengenai
jumlah SPT Masa PPN yang terlambat lapor serta jumlah penerimaan sanksi
denda administrasi atas keterlambatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara
tingkat ketidakpatuhan PKP dalam menyampaiakan SPT Masa PPN dengan
jumlah penerimaan sanksi denda administrasi di KPP Palembang Ilir Timur,
dimana hasil analisis yang menggunakan SPSS V.14 menunjukan nilai r = 0.607
dan bersifat positif. Fungsi regresi yang didapat juga menunjukan bahwa setiap
ada tambahan satu SPT Masa PPN yang terlambat lapor maka jumlah penerimaan
sanksi denda administrasi juga akan meningkat sebesar Rp.12.442,333.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi
perbaikan kinerja KPP dalam mengoptimalkan lagi penerimaan negara dari sektor
pajak khususnya PPN dan sebagai bahan masukan akademis bagi penelitian
selanjutnya

Penulis,

Hendri Kurniawan
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THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN INCOMPLIANCE OF
PKP IN SUBMITTING SPT MASA PPN WITH THE AMOUNT OF
RECEIPT OF ADMINISTRATION FINED IN TAX SERVICE OFFICE IN
PALEMBANG ILIR TIMUR

ABSTRACT

The objectives of this research are (1) to understand the relationship
between incompliance of PKP in submitting SPT Masa PPN with the amount of
payment of administration fined in tax service office in Palembang Ilir Timur, (2)
to know what kinds of obstacle are causing incompliance of PKP in submitting
SPT Masa PPN and they don't pay the administration fined, and (3) to know what
kinds of struggle are going to be done by tax service office in Palembang Ilir
Timur to increase the compliance of PKP.

Research finding has proven that during period of years 2004-2006 that
there is a tight relation between incompliance of PKP in submitting SPT Masa
PPN with the amount of payment of administration fined in tax service office in
Palembang llir Timur. It can be shown from the result of calculation of SPSS v.14
that correlation (r) scored is 0.607. The condition above may be caused by the
lack of tax investigation. There are some struggles that tax office is going to do to
increase the numbers of compliance of PKP such as: increasing administration
fined and doing tax investigation more intensively.

According to the research therefore the writer suggest that tax officer must
be more active in pressing a claim and doing investigation to suspect. On the
other hand, tax service office should do some administrated reformation to
simplify the procedures in paying tax and do some tax extension.

keywords: Incompliance of PKP, SPT Masa PPN, Administration fined
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala
aspek kehidupan terutama pembangunan dibidang ekonomi dengan tujuan
meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia baik secara fisik maupun spiritual.
Untuk dapat melaksanakan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang
sangat besar yang berasal dari berbagai sumber penerimaan.

Beberapa tahun yang lalu, sektor migas merupakan sumber dana yang
terbesar dari total penerimaan dalam negeri. Akan tetapi sumber dana dari migas
ini tidak dapat secara terus menerus diandalkan, hal ini terbukti dengan turunnya
penerimaan dari migas. Disamping itu juga harga migas di pasaran internasional
sering tidak stabil, karena itu dipandang perlu olsh pemerintah untuk
mengupayakan penerimaan lain di luar sektor migas yaitu melalui ekspor
komoditi non migas dan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama di Indonesia
disamping sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya
bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dana dari sektor pajak disamping
digunakan untuk membiayai pembangunan juga berfungsi sebagai stabilisator
yaitu mengatur kestabilan ekonomi untuk mengatasi tidak terjadi gejolak antara
konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan
rendah dan sebagai regulator yaitu mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.



Penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan
perkembangan dan kemajuan pembangunan disegala bidang.

Sejak tahun 1950 Indonesia memungut pajak atas lalu lintas barang di
dalam masyarakat, yaitu pajak peredaran barang 1950 dan pada tahun 1951
diganti dengan Pajak Penjualan. Ternyata pajak penjualan merupakan salah satu
pajak tidak langsung yang memberikan pemasukan yang besar terhadap kas
negara, akan tetapi bentuk pajak itu sudah ketinggalan dalam masyarakat dengan
kondisi perekonomian saat ini untuk memenuhi kebutuhan akan suatu sistem
pajak yang lebih modern.

Pajak penjualan 1951 diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
tahun 1984 yang kemudian diganti lagi menjadi PPN tahun 2000. Pajak
Pertambahan Nilai hanya dikenakan terhadap pertambahan nilai yang timbul pada
setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban
pajak ini akhirnya tidaklah menjadi berat. Pertambahan nilai itu sendiri timbul
karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam
menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian
pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dalam lingkungan
perusahaan atau pekerjaannya.

Secara umum, Subyek Pajak Pertambahan Nilai seperti yang disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 adalah Pengusaha Kena Pajak
(PKP) atau pengusaha kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pajak
Pertambahan Nilai hanya akan dipungut bila terjadi penyerahan Barang Kena

Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh subyek pajak



Pertambahan Nilai tersebut. Pengusaha kena pajak sendiri terkadang juga tidak
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena pemeriksaan pajak
hanya dilakukan terhadap pengusaha kena pajak yang memenuhi kewajiban
perpajakannya, sedangkan masyarakat yang tidak mendaftar menjadi pengusaha
kena pajak, tidak membayar pajak atau tidak menyampaikan SPT, tidak dilakukan
pemeriksaan pajak (Gunadi 2002:10).

Hal ini mendorong pengusaha kena pajak yang semula membayar pajak
dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tidak lagi mematuhi
kewajiban perpajakan yang sudah dilakukannya, karena kepatuhan yang sudah
mereka lakukan mendapatkan pelayanan yang tidak ada bedanya dengan yang
tidak patuh. Sehingga ada kemungkinan pengusaha kena pajak tidak diperiksa
oleh aparat pajak karena pengusaha kena pajak tidak membayar pajak atau tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan..

Kepatuhan pengusaha kena pajak merupakan faktor utama yang
mempengaruhi realisasi penerimaan PPN, dimana kepatuhan pengusaha kena
pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban
perpajakan dari segi formil dan materiil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu,
seorang pengusaha kena pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara
penuh tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian
tidak dapat dianggap sebagai patuh. Begitu juga untuk pengusaha kena pajak
dalam menyampaikan SPT Masa PPN, banyak sekali pengusaha kena pajak yang
terlambat menyampaikan SPT Masa PPN sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Bahkan ada juga pengusaha kena pajak yang telah membayar kewajiban PPN-nya




namun mereka tidak melaporkan SPT Masa PPN-nya ke KPP setempat maka
pengusaha kena pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan
Pasal 7 UU KUP.

Sanksi administrasi yang telah ditetapkan tersebut tampaknya tidak dapat
membuat para pengusaha kena pajak untuk menjadi lebih patuh terutama dalam
menyampaikan SPT Masa tepat waktu. Hal ini diperburuk dengan prosedur yang
ada di KPP yang biasanya menerbitkan Surat Tagihan Pajak 3 bulan sekali,
contohnya pada KPP Palembang llir Timur. Padahal setelah fiskus mengetahui
bahwa pengusaha kena pajak terlambat lapor, maka pihak fiskus dapat langsung
menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Meskipun STP telah diterbitkan, ternyata
masih banyak juga pengusaha kena pajak yang tidak memperdulikan STP
tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak pengusaha kena pajak yang tidak
membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa tersebut.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengetahui bagaimana “Ampalisa Hubungan antara Ketidakpatuhan
Pengusaha Kena Pajak dalam Menyampaikan SPT Masa PPN dengan
Jumlah Penerimaan Sanksi Denda Administrasi di Kantor Pelayanan Pajak

Palembang Ilir Timur”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang ditimbul adalah
1. Apakah ada hubungan antara ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dalam
menyampaikan SPT Masa PPN terhadap jumlah penerimaan sanksi berupa

denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di Kantor Pelayanan Pajak



Palembang Ilir Timur?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan pengusaha kena pajak tidak

patuh dalam hal terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dan tidak
membayar sanksi berupa denda administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP
Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPP Palembang Ilir Timur agar

kepatuhan pengusaha kena pajak bisa meningkat?

1.3 Tujuan, Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup Pembahasan

1.3.1 Tujuan Penelitian

L

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana hubungan ketidakpatuhan pengusaha kena
pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN terhadap jumlah penerimaan
sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di Kantor Pelayanan
Pajak Palembang Ilir Timur.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan
pengusaha kena pajak tidak patuh dalam hal terlambat menyampaikan SPT
Masa PPN dan tidak membayar sanksi berupa denda administrasi sesuai
dengan Pasal 7 UU KUP. |
Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur agar kepatuhan pengusaha kena pajak

bisa meningkat.




1.3.2 Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa

saja, terutama pihak-pihak yang memerlukan.

1. Bagi Mahasiswa
Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang selama ini telah diperoleh
guna meningkatkan keterampilan dan kreatifitas di bidang perpajakan dan
untuk menambah wawasan, pengetahuan tentang pentingnya peran pajak dalam
pembangunan.

2. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat kepustakaan dan dapat
memberikan tambahan pengetahuan mengenai teori dan praktek yang nyata
tentang hubungan ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dengan jumlah
penerimaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di KPP
Palembang Ilir Timur.

3. Bagi Instansi
Sebagai informasi tambahan bagi instansi yang ingin mengetahui tentang
bagaimana hubungan ketidakpatuhan pengusaha kena pajak dengan jumlah
penerimaan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 7 UU KUP di KPP

Palembang Ilir Timur.

1.3.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan

yaitu:




1. Penelitian hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu di Kantor

Pelayanan Pajak Palembang Ilir Timur.

2. Objek dari penelitian ini adalah hanya pada jumlah SPT Masa PPN yang

masuk tidak tepat waktu dan jumlah penerimaan PPh Pasal sanksi administrasi

sesuai dengan Pasal 7 UU KUP.

3. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 3 tahun yaitu tahun 2004

sampai dengan tahun 2006.

1.4 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan

disajikan ke dalam lima bab, dimana tiap'-tiap bab akan disusun secara sistematis

sehingga dapat menggambarkan hubungan satu bab dengan bab lainnya, yaitu:

BAB I

BAB I

¢: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang penulisan
skripsi ini, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan ruang

lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori yang relevan dan mendukung masaléh
yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu teori-teori yang
berhubungan dengan pembahasan dalam perelitian ini yaitu
pengertian pajak, fungsi pajak, subjek pajak, pengertian PPN,
mekanisme pemungutan PPN, pengertian pengusaha kena pajak
(PKP), pengukuhan PKP,dasar pengenaan pajak (DPP), pengertian

SPT, fungsi SPT, sanksi administrasi, kepatuhan wajib pajak.



BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

BAB1V

BABV

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi variabel yang
digunakan, skala pengukuran, jenis dan sumber data yang akan
digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik yang digunakan

untuk menganalisis data yang telah diperoleh.

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menganalisa data dengan menggunakan
program komputer SPSS versi 14. Dari hasil analisis komputerisasi
tersebut akan diperoleh output-output seperti koefisien korelasi (r/R)
dan koefisien regresi. Output-output itu nantinya akan

diinterprestasikan sesuai dengan relevansi penelitian.

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian
yang telah dilakukan penulis terutama setelah melakukan analisis
terhadap data pada bab sebelumnya serta saran-saran berdasarkan
kesimpulan yang yang mungkin nantinya akan berguna bagi pihak

yang berkepentingan.
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